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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.87/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 

TENTANG 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR 

SIPIL NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 telah 

ditetapkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 

Negara (LHKPN) dan Aparatur Sipil Negara Lingkup 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;  

b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemberantasan 

Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 telah ditetapkan Tata Cara 

Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 

Kekayaan Penyelenggara Negara; 

c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Pimpinan Komisi 

Pemberantasan Korupsi Nomor SE-08/01/10/2016 

tanggal 26 Oktober 2016 tentang Petunjuk Teknis 

Penyampaian dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara, setelah diberlakukannya 

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 
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Penyelenggara Negara, secara signifikan mengubah 

mekanisme LHKPN terutama terkait saat munculnya 

kewajiban penyampaian LHKPN, periode posisi harta 

kekayaan, batas akhir penyampaian LHKPN serta media 

penyampaian yang digunakan; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf b dan huruf c, perlu penambahan materi 

dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Nomor P.19/Menlhk-II/2015 tentang Laporan 

Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil 

Negara Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Laporan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara Lingkup Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3874), 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);  

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2015 

Nomor 8); 

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

713); 

8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, 

Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan 

Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 985); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN 

PENYELENGGARA NEGARA DAN APARATUR SIPIL NEGARA 

LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat PN 

adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, 

yang bekerja pada Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

3. Harta Kekayaan PN/ASN adalah harta benda berupa 

harta bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak 

berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang 

dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh PN beserta 

istri/suami dan anak yang masih dalam tanggungan PN, 

baik atas nama PN atau orang lain, yang diperoleh 

sebelum, dan selama memangku jabatannya. 

4. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam 

bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian 

dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data 

pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data 

lainnya atas harta kekayaan PN. 

5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang 

selanjutnya disingkat LHKASN adalah kegiatan pelaporan 

atas seluruh harta kekayaan dari Aparatur Sipil Negara 

Negara yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang ditetapkan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

6. Koordinator Pengelola LHKPN/LHKASN adalah pejabat 

yang ditunjuk untuk mengelola penyelenggaraan 

LHKPN/LHKASN di Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan.  

7. Administrator Instansi adalah pejabat yang ditunjuk 

untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di tingkat Kementerian 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, membuat akun wajib 

lapor LHKPN, dan melakukan validasi 

pembuatan/pemutakhiran daftar wajib lapor LHKPN. 

www.peraturan.go.id



2018, No.1150 
-5- 

8. Administrator Unit Kerja adalah pejabat/Pegawai Negeri 

Sipil yang ditunjuk untuk membuat/pemutakhiran daftar 

wajib lapor LHKPN dan menyiapkan data pemantauan 

kepatuhan penyampaian LHKPN oleh PN wajib lapor 

LHKPN lingkup unit kerja Eselon I. 

9. Pengawas Pelaksanaan Wajib Lapor LHKPN / LHKASN 

adalah pejabat yang ditunjuk untuk mengawasi 

pelaksanaan wajib lapor LHKPN. 

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

11. Kementerian adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

 

BAB II 

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA 

 

Bagian Kesatu 

Pejabat Wajib Lapor LHKPN 

 

Pasal 2 

(1) PN yang memangku jabatan strategis dan rawan korupsi, 

kolusi dan nepotisme wajib melaporkan harta 

kekayaannya secara berkala kepada Komisi 

Pemberantasan Korupsi. 

(2) PN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya 

disebut Pejabat Wajib Lapor LHKPN, meliputi: 

a. Pimpinan Tinggi Madya; 

b. Pimpinan Tinggi Pratama; 

c. Kepala Unit Pelaksana Teknis; dan 

d. Pejabat Fungsional Auditor. 
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